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Pendahuluan 

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan          

mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan  

ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan 
01 

02 

03 

Tujuan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan      

antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 

Sasaran keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya  sedikitnya 39     

pusat  pertumbuhan baru hingga tahun 2019  40 Kawasan Pusat                   

Pertumbuhan di 60 Kabupaten  (KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS          

NASIONAL). 



KAWASAN BATURAJA 

KAB. OGAN KOMERING ULU TI

MUR, EMPAT LAWANG 

KAWASAN SIDIKALANG 

KAB. PAKPAK BARAT, TOBA 

SAMOSIR 

KAWASAN TAPAN 

KAB. PESISIR SELATAN 

KAWASAN PEUREULAK 

KAB. ACEH TIMUR 

KAWASAN TANJUNG PANDAN 

KAB. BELITUNG,BELITUNG TIMU

R DAN KAB. BANGKA SELATAN 

KAWASAN TANJUNG SIAPIAPI 

KAB. BANYUASIN 

KAWASAN BATIK NAU 

KAB. BENGKULU UTARA 

KAWASAN MESUJI 

KAB. MESUJI, DAN KAB. TULANG 

BAWANG 

KAWASAN PRAYA 

KAB. LOMBOK TIMUR, DAN 

KAB. LOMBOK TENGAH 

KAWASAN SUMBAWA  BESAR 

KAB. SUMBAWA 

KAWASAN RAHA 

KAB. MUNA 

KAWASAN SUKADANA 

KAB. KAYONG UTARA 

KAWASAN SAMBAS 
KAB. SAMBAS, DAN KAB. BENG

KAYANG 

KAWASAN RASAU JAYA 

KAB. KUBU RAYA, MEMPAWAH 

KAWASAN SANGATA 

KAB. KUTAI TIMUR 

KAWASAN PANGKALAN BUN 

KAB. KOTAWARINGIN BARAT 

KAWASAN MARABAHAN 

KAB. BANJAR,  HULU SUNGAI SELATAN 

DAN KAB. BARITO KUALA,  

KAWASAN DARUBA 

KAB. PULAU MOROTAI 

KAWASAN MABA 

KAB. HALMAHERA TIMUR 

KAWASAN KWANDANG 

KAB.BOALEMO, KAB. GORONTALO

, KAB. GORONTALO UTARA 

KAWASAN BUOL 

KAB. BUOL 

KAWASAN MISOL 

KAB. RAJA AMPAT 

KAWASAN MANOKWARI 

KAB. MANOKWARI 

KAWASAN ARSO 

KAB.  JAYAPURA 

KAWASAN MAMUJU 

KAB. MAMUJU, DAN KAB. MA

MUJU TENGAH 

KAWASAN PINRANG 

KAB. PINRANG 

KAWASAN BULA 

KABUPATEN MALUKU TENGAH, SER

AM BAGIAN TIMUR 

KAWASAN POSO 

KAB. POSO, KAB. PARIGI MOTONG 

KAWASAN KOLONEDALE 

KAB. MOROWALI, KONAWE SELAT

AN, DAN LUWU TIMUR 

KAWASAN BARRU 

KAB. BARRU, DAN KAB. SID

ENRENG RAPPANG 

KAWASAN WANGI-WANGI 

KAB. WAKATOBI 

KAWASAN TANJUNG REDEB 

KAB. BERAU 

KAWASAN RABA 

KAB. DOMPU 

KAWASAN LABUAN BAJO 

KAB. MANGGARAI BARAT 

KAWASAN ENDE 

KAB. NGADA, DAN KAB. ENDE KAWASAN CIBALIUNG 

KAB. PANDEGLANG 

KAWASAN PAMEKASAN 

KAB. PAMEKASAN, DAN 

SAMPANG 

KAWASAN BANYUWANGI 

KAB. BANYUWANGI 

KAWASAN TABANAN 

KAB. TABANAN 

SEBARAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN)  

PADA LOKASI PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RPJMN 2015-2019 

KAWASAN MERAUKE 

KAB. MERAUKE 

  kawasan Timur = 28 Pusat Pertumbuhan 

  kawasan Barat = 12 Pusat Pertumbuhan 



Program Prioritas-6: 
 

“Pengembangan Ekonomi       
Kawasan, Termasuk Kawasan 

Transmigrasi Untuk                 
Mendorong Pusat                      
Pertumbuhan Dan                       

Keterkaitan Desa-Kota” 

 

Sumber: Bappenas, RKP 2017 



Penandatanganan  Berita Acara Kesepakatan  

Pembagian Tugas Fasilitasi Penyusunan  

Masterplan/RPKP/RIK di Kemenko PMK  

pada tanggal 29 Desember 2017 

Pembagian Tugas Antar  

Kementerian Dalam Fasilitasi 

 Daerah Dalam Penyusunan 

 Masterplan/ RPKP/ RIK  

KEMENTERIAN DESA PDTT 35  RPKP 

KEMENTERIAN PUPR 20 MASTERPLAN 

KEMENTERIAN ATR 5 RIK 

TOTAL 60 

KABUPATEN 

(40 PUSAT  

PERTUMBUHAN) 

PERATURAN 
BUPATI  

TENTANG  
RPKP 

IMPLEMENTASI 
RPKP 



BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBAGIAN TUGAS FASILITASI  

PENYUSUNAN MASTERPLAN/RPKP/RIK KPPN 



Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan KPPN 



PROSES KOORDINASI  

KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN) 

• Rakor Pusat 

• Rakor Daerah 

• FGD dan Kunker 

• Ekspose Draft 

TAHAP I  (MASTERPLAN/RIK/RPKP) 

• Rakor dan Konsolidasi K/L 

• Rakornas Kawasan Perdesaan 

TAHAP II (KONSOLIDASI/SINERGI PROGRAM)      

• Pelaksanaan Komitmen:  

Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi,    

Pemerintah  Kabupaten,  Pemerintah Desa serta 

Swasta 

TAHAP III (IMPLEMENTASI DAN MONEV) 

01 

02 

03 



NAMA DESA 

KECAMATAN ARUT SELATAN 

Natai Raya 

Sulung 

Tanjung Putri 

Kerabu 

Panahan 

Riam 

KECAMATAN KUMAI 

Batu Belaman 

Bumi Harjo 

Sebuai 

Sungai Badaun 

Sungai Cabang 

Sungai Tendang 

KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 

Amin Jaya 

Kebun Agung 

Sungai Hijau 

KECAMATAN PANGKALAN LADA 

Kadipi Atas 

Pangkalan Tiga 

Purbasari 

NAMA DESA 

KECAMATAN KUMAI 

Sabuai 

Sabuai Timur 

Keraya 

Teluk Bogam 

Sungai Bakau 

Kubu 

ARAHAN BAPPENAS KESEPAKATAN DENGAN BAPPEDA 

PENETAPAN DELINEASI RPKP KPPN PANGKALAN BUN 



KONSTELASI  

WILAYAH 

INFRASTRUKTUR  

PUPR 

INFRASTRUKTUR 
NON PUPR 

SISTEM 
AGRIBISNIS 

SOSIAL EKONOMI 
MASYARAKAT 

No  Dimensi Masterplan 

1 Konstelasi 

Wilayah 

• Kedudukan dalam RTRW Prov/Kabupaten 

• Kedudukan dalam WPS 

2 Infrastruktur 

 

• Sumber Daya Air 

• Bina Marga (konektivitas) 

• Cipta Karya (air bersih, sanitasi, persampahan, 

sarana prasarana permukiman) 

• PnP (perumahan yang layak) 

3 Infrastruktur • Pendidikan 

• Kesehatan 

• Kelistrikan/energi 

• Kelembagaan dan pembiayaan 

4 Sistem  

Agribisnis 

• Industri hulu (bibit, pakan, pupuk, peralatan) 

• On-farm (jalan usaha tani, lahan, dll) 

• Industri Pengolahan (pabrik, Gudang, dll) 

• Industri pemasaran (pasar, outlet, jalan) 

• Jasa layanan pendukung (penyuluh, lembaga 

keuangan, penelitian) 

5 Sosial  

ekonomi  

masyarakat 

• Tingkat kesejahteraan 

• Tingkat Pendidikan 

• Struktur mata pencaharian 

DIMENSI MASTERPLAN 

MATERI DALAM RPKP  

KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL 

Sumber: PUPR 



11 

1 2 3 4 5

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9

)
(10) (11) (12) (13) (14) (15)

1

1 (* Pembangunan jalan 

produksi desa A ke desa B 

sepanjang 20 KM)

(* Pembangunan jalan 

produksi desa A ke 

desa B 5 KM

(* 

Pembangunan 

jalan produksi 

desa A ke 

desa B 

5 

KM

10 

KM
- - -

2 dst...        

2

1

2

3 Pemb dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di kws ekonomi perdesaan

1

2

4 Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

1

2

5 Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri

1

2

6 Pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal

1

2

7 Pengemb kerjasama antardesa, daerah, KPS, BUM Antar Desa

1

2

8 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah

1

2

9 Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

1

2

10 Peningkatan PTSP di daerah

1

2

Matriks Multi-sektor Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Pemb dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

Instansi 

Pelaksana

Existing 

Outcomes

Expecting 

Outcomes

(2)

Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi

No
KEBUTUHAN INTERVENSI

(Berdasarkan Masterplan 

kawasan)

Prog/Keg Yang 

Sudah Dilaksanakan
Volume

Prog/Keg 

Yang Akan 

Dilaksanaka

 Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir Desa-Kota melalui Pengembangan Klaster

Volume (Tahun)
Alokasi

Sumber 

Dana

RENCANA PEMBANGUNAN 
KAWASAN PERDESAAN  
(RPKP) 
 
MATRIKS PROGRAM  
KEGIATAN 



KESIAPAN PEMDA  

• Kesepakatan Antar Desa Kepala Desa 

• Penentuan Produk Unggulan 

• Pembentukan TKPKP 

• Bumdes Bersama 

• Penetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) oleh Bupati  

    (UU No.6/2014 tentang Desa Psl. 85 Ayat 1) 

• Penyiapan Lahan 

• Penyiapan Dokumen Lingkungan,  

• KLHS, Detail Engineering Drawing (DED)  



STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPPN 

•PENYELARASAN KONSEP 

•PENYELESAIAN RIK/RPKP/MASTERPLAN DI 2018 

•SOSIALISASI: kesiapan pemda 

•Skim Pembiayaan KPPN; PRUKADES (kerjasama dengan Swasta) 

•TKPKP - koordinasi, perencanaan 

•Kelembagaan - eksekusi, implementasi 

- Manajer Kawasan Perdesaan 

- Non-Birokrat    - UPT = Bupati 

•Penggalangan dukungan mitra 

- Bumades + Insentif Kemendesa; Mitra Bumdes Nusantara 

- RIF, Baznas, Indosat, Teras Mitra, UI, BRI 



Terima Kasih 

Email: p.kawasandesa@kemenkopmk.go.id 
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